BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Suatuputusan hakim dikehendakiuntukmemuatpertimbangan-
pertimbangan yang
menjadidasardalammenentukankesalahanterdakwadansanksi yang
akandijatuhkanterhadapterdakwa. Putusan hakim yang
menjatuhkansanksipidana di bawahketentuan minimum
khususdarisanksipidana yang ditentukandalam uu
PTPKterhadappelakutindakpidanakorupsi juga
setidaknyadidasarkanpadasyarat-syarat yang

disampaikanolehHasilRapatKerja Nasional MahkamahAgungRepublik
Indonesia yaituputusantersebutharusdisertaipertimbangan yang
sistematis,
jelasdanlogissertapenerapannyahanyabersifatkasuistisdantidakberlakuum
um.Pertimbangan  hakim  dalammenjatuhkansanksipidana  yang
terbilangrendahdan di bawahpidana minimum khususterhadap pelaku
tindak pidana korupsi diantaranya:

a. Terdakwadalamperkaratindakpidanakorupsitersebutbukanlahpelakuu

tama;
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b.

Untuk memenuhi keadilan bagi terdakwa karena peranterdakwa
dalam terjadinya tindak pidana korupsi hanyasebagaialatyang
digunakan olehpelaku utamadalammelakukantindakpidanakorupsi;

Terdakwa tidak ikut menikmati keuntungan yang diperoleh dari

tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Terhadap putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah

ketentuan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi,

belum semuanya telah disertai dengan pertimbangan yang jelas, logis,

sistematis dan kasuistis serta tidak berlaku secara umum;

Putusan hakim yang menjatuhkansanksipidana di bawahketentuan

minimum khususdarisanksipidana yang ditentukandalam UU PTPK

apabila ditinjau dari asas kepastian hukum dikatakan,

a.

Menyimpangi asas kepastian hukum, apabila tindak pidana yang
terbukti adalah rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 atau Pasal 3,
atau Pasal 5 sampai Pasal 12 yang nilai korupsinya lebih dari Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah) karena dengan demikian ketentuan
pidana maksimum khusus Pasal 12A tidak dapat diterapkan sehingga
pidana minimum khusus harus diterapkan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi;

Tidak menyimpangi asas kepastian hukum, apabila tindak pidana
yang terbukti adalah rumusan tindak pidana korupsi Pasal 5 sampai

Pasal 12 yang nilai korupsinya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta
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rupiah) dengan demikian ketentuan pidana maksimum khusus Pasal
12A berlaku terhadap pelakunya dan ketentuan pidana minimum

khusus dapat dikesampingkan.

B. Saran

Hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum
khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi hendaknya didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan yang jelas, logis, sistematis dan bersifat kasuistis
serta tidak berlaku secara umum. Pertimbangan tersebut harus menjadi dasar
mengapa hakim harus menjatuhkan sanksi pidana dengan menyimpangi
ketentuan undang-undang. Menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum
khusus hendaknya benar-benar dipertimbangkan dalam penerapannya karena
selain dapat menyimpangi kepastian hukum juga dikhawatirkan menimbulkan
rasa ketidakadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi lain yang dijatuhi

sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.
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